



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian  
1. Gambaran Umum Kota Malang 
Kota Malang dimulai dengan terbentuk pada dataran tinggi pada tahun 
6752 SM. Kemudian dalam perkembangannya munculah kerajaan-kerajaan 
mulai dari Kanjuruhan, Singhasari, sampai dengan Majapahit. Kerajaan 
Kanjuruhan dipimpin Gajayana Dinoyo keturunan Balitung, Daksa, Tulodang, 
dan Siduk pada abad 8. Keturunan Siduk berlanjut kepada Darmawangsa, 
Airlangga hingga terakhir Kertajaya (1216-1222). Kemudian timbul Dinasti 
Ken Arok yang merebut kedudukan Akuwu Tunggul Ametung dari tumapel, 
kemudian menyerang Kertajaya di Kediri dan mendirikan Dinasti Kerajaan 
Singhasari. Keturunan Ken Arok berlanjut hingga Raja Majapahit terakhir 
Bhre Tumapel (1447-1451). 
Kota Malang memang memiliki kondisi yang strategis, di samping 
terletak di perbukitan yang sejuk, di kota ini bertemu tiga lembah. Dari arah 
barat laut dilalui Sungai Brantas, dari urtara ada Sungai Bango, dari arah timur 
terdapat Sungai Amprung. Ketiga  sungai dipertemukan dalam sebuah lembah, 
yang kesemuanya kearah Sungai Brantas, terus menuju ke selatan. Karena 
kondisi geografis dan alamnya yang sangat strategis dan indah,  Herman 
Thomas Karsten (1917), seorang arsitek dan ahli tata kota, merancang Kota 
Malang sebagai kota taman (garden city). Karsten,  menganggap kota sebagai 
suatu organisme hidup yang terus bertumbuh. Dalam rencana pengembangan 
kota, Karsten menganggap penting keberadaan taman-taman kota serta ruang 
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Karsten merencanakan tata kota Malang sebagai tempat peristirahatan 
para meneer en mevrouw atau tuan dan nyonya Belanda. Hawa dingin yang 
sejuk namun tidak membekukan serta panas sang surya yang menghangatkan 
namun tidak membakar kulit membuat masyarakat Eropa yang mendiami kota 
Malang ketika itu menjulukinya dengan Switzerland of Indonesia. Hingga saat 
ini Kota Malang masih merupakan salah satu kota peristirahatan atau tujuan 
wisata di Jawa Timur dengan julukan sebagai kota pesiar. Pada saat musim 
libur tiba, kota Malang dipadati oleh para pengunjung dari luar Kota Malang, 
seperti Surabaya dan sekitarnya, dari luar propinsi, bahkan dari luar negeri. 
Dengan konsep garden city, Kota Malang oleh Karsten tidak dirancang 
secara parsial, tetapi secara lengkap melalui Bouwplan I –VIII antara tahun 
1917–1935. Kota Malang dikembangkan dalam proposisi masiv – void sebagai 
satu kesatuan perencanaan pembangunan yang menyatu dalam mewujudkan 
ruang pemukiman yang nyaman dan untuk mewadahi aktivitas penghuninya. 
Bahkan rancangan kota Malang ini pernah dikirim oleh Karsten pada pameran 
di Paris pada tahun 1937. Kota Malang yang dirancang secara cermat oleh 
Karsten sesungguhnya masih dapat ditemui hingga saat ini, walupun dengan 
kondisi yang sedikit banyak sudah berubah.  Hal ini dapat dilihat dari 
keberadaan Taman Kota Alun-Alun Tugu di Depan Kantor Walikota,  yang 
merupakan landmark Kota Malang sampai saat ini dan tanaman palem raja di 
                                                          
1
 http://id.wikipedia.org/wiki/Herman_Thomas_ Karsten. Diakses 29 Mei 2016 
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sepanjang boulevard di Jalan Ijen, yang sangat asri dan area primadona sejak 
jaman dulu (lihat gambar 1 dan 2).  
 
Gambar 1: Foto Monumen Tugu Kota Malang 
 
 
Sumber:  www.djawatempodoloe.multiply.com (di akses pada 29 Mei 2016) 
 
 
Gambar 2: Foto Boulevard Jalan Ijen Jaman Dulu 
 
Sumber:  www.djawatempodoloe.multiply.com (di akses pada 29 Mei 2016) 
 
Kota Malang memang beruntung memiliki modal atau potensi struktur 
alam dan kota yang sangat indah dan teratur. Keadaan  geologi Kota Malang 
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berupa dataran tinggi, terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: bagian selatan 
merupakan dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri, bagian utara 
merupakan daerah yang subur dan cocok untuk pertanian, di bagian timur 
merupakan daerah yang kurang subur, dan di barat merupakan dataran tinggi 
yang amat luas menjadi daerah pendidikan. Adapun bagian tengah kota 
merupakan dataran tinggi sebagai pusat kota, yang saat ini merupakan daerah 
paling padat dan telah banyak terbangun. 
Pada awal Kota Malang lahir, menurut tilisan Handinoto dijelaskan 
bahwa alun-alun sebagai pusat kota memiliki peran yang sangat kuat. Pada 
jaman dulu , hampir semua kegiatan produksi ekonomi terkumpul di pusat kota 
ini. Namun, saat ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika 
masyarakat pembangunan kota Malang sudah menyebar ke semua arah. 
Meskipun saat ini kegiatan ekonomi telah menyebar, namun pusat kota yakni 
Kecamatan Klojen di samping Sukun dan Blimbing,  tetap menjadi pilihan 
menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini dapat 
dipahami, karena dalam perspektif investor pilihan lokasi di tengah kota akan 
memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan di pinngir kota.
2
  
Jika dirunut sekilas dari sejarahnya, Kota Malang dimulai dengan 
terbentuknya dataran tinggi Malang pada tahun 6752 SM. Kemudian dalam 
perkembangannya munculah kerajaan-kerajaan mulai dari Kanjuruhan, 
Singhasari, sampai dengan Majapahit. Menurut Wojowasito dalam tulisannya 
tentang Sejarah dan Asal Mula Kota Malang, Kerajaan Kanjuruhan dipimpin 
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Gajayana Dinoyo keturunan Balitung, Daksa, Tulodang, dan Siduk pada abad 
8. Keturunan Siduk berlanjut kepada Darmawangsa, Airlangga hingga terakhir 
Kertajaya (1216-1222). Kemudian timbul Dinasti Ken Arok yang merebut 
kedudukan Akuwu Tunggul Ametung dari tumapel, kemudian menyerang 
Kertajaya di Kediri dan mendirikan Dinasti Kerajaan Singhasari. Keturunan 
Ken Arok berlanjut hingga Raja Majapahit terakhir Bhre Tumapel (1447-
1451). 
Nama Malang sendiri telah tersebut dalam piagam Dinoyo, 760-908 
(nama tempat, sekarang kelurahan Dinoyo), yang kerajaannya berpusat di Jawa 
Tengah dan Bagian Barat Jawa Timur. Pada saat yang sama di daerah Malang 
di perkirakan terdapat kekuasaan kecil setingkat kawedanan yang diperintah 
oleh raja golongan ksatria, disamping brahmana. Ketika para raja tersebut 
mangkat, maka dimakamkan di candi Malangkucecwara, meskipun sampai saat 
ini belum ditemukan. 
Disamping itu, dilihat dari lokasi, nama Malang berkaitan dengan nama 
gunung yakni Gunung Buring yang berada di timur kota dekat Kutho Bedhah 
dan Kebalen. Pada waktu itu bagi kalangan atas, ningrat, dan bangsawan nama 
Kebalen, lebih dikenal, sementara nama Malang lebih dikenal di kalangan 
masyarakat. Sedangkan satunya adalah nama puncak gunung dekat puncak 
Gunung Arjuno, kendati mungkin tidak ada hubungannya dengan kota 




Berdasar catatan sejarah Kota Malang, dapat dipahami pemakaian 
semboyan “Malang Kucecwara” yang berarti Tuhan menghancurkan yang 
bathil, menjadi semboyan Kota Malang yang dipakai sejak 1 April 1964. 
Pemakaian semboyan tersebut diusulkan oleh R. Ng. Poerbatjaraka, bertitik 
tolak dari nama tempat di sekitar Candi Malang (Kucecwara), yang telah 
dikenal pada abad 14 pada jaman Ken Arok. Pemakaian semboyan “Malang 
Kucecwara”, secara resmi dalam lambang Kota Malang. Semboyan tersebut, 
menggantikan semboyan Kota Malang sebelumnya yang didasarkan bij 
Governement-besluit dd.25 April 1938 N 027 Malang No Minor, Sursum 
Moveor yang berari Malang namaku, maju Tujuanku yang ditetapkan pada 
tanggal 1 April 1914, sebagai semboyan kota praja Malang. (Basis Data Kota 
Malang, 2011). 
2. Letak Geografis dan Kondisi Iklim 
Letak Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten 
Malang yang secara geografis terletak pada posisi 112,06
o
 – 112,07o Bujur 
Timur, 7.06
o
 – 8.02o Lintang Selatan.  Kondisi iklim Kota Malang selama 





Sedangkan suhu maksimum mencapai 30,7oC dan suhu minimum 17,2oC. 
Rata-rata kelembaban udara berkisar 71% - 85%, dengan kelembaban 
maksimum 100% dan minimum mencapai 35%. Dari hasil pengamatan Stasiun 
Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan 
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Januari, Pebruari, Maret, April, Nopember dan Desember. Sedangkan pada 
bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus curah hujan relatif rendah.
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3. Luas Wilayah dan Batas Wilayah 
Luas wilayah Kota Malang sebesar 110.06 Km
2
 yang terbagi dalam 
lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing 
dan Lowokwaru. Kota Malang memiliki potensi obyek pembangunan yang 
cukup. Potensi ini tentunya masih memerlukan pengelolaan secara optimal dan 
terintegrasi, sehingga nantinya secara efektif mampu menunjang pembangunan 
Kota Malang. Adapun batas administrasi Kota Malang adalah sebagai berikut: 
 Sebelah Utara  : Kec. Singosari dan Kec.Karangploso Kab. Malang 
 Sebelah Timur  : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang 
 Sebelah Selatan : Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab.Malang 
 Sebelah Barat  : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 
4. Pembagian Wilayah Administratif 
Dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 desa/kelurahan, 509 unit 
RW dan 3783 unit RT. Adapun pembagian wilayah administrasi, adalah: 
1. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT.  
2. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT  
3. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 02 RW, 764 RT  
4. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT  
5. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT 
                                                          
3
 Badan Pusat Satistik, Kota Malang dalam Angka, 2011 
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Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan desa/kelurahan dalam 
membangun wilayahnya tercatat seluruh desa/kelurahan masuk ke dalam 
kategori desa Swa-Sembada. Artinya hampir seluruh desa/kelurahan yang ada 
telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Dalam 
menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan 
abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai 
tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun 
dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (publik).  
5. Kondisi Sosial Kependudukan 
Aspek kependudukan merupakan suatu faktor yang paling penting bagi 
perencanaan tata ruang, baik tata ruang kota maupun tata ruang wilayah. Hal 
tersebut disebabkan aspek kependudukan ini merupakan salah satu faktor yang 
menentukan dalam pembentukan kota (urban), begitu pula dalam pembentukan 
wilayah (region). Selain itu penduduk juga sebagai sumber insani 
pembangunan memang sangat dibutuhkan baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas, akan 
memberikan jaminan bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. 
Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi 
pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai 
obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara 





B. Peran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Malang Data terkait 
dengan Cagar Budaya 
Dari sekian banyak budaya nasional yang perlu mendapat perhatian 
adalah benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya dalam bentuk 
Arca ini merupakan kekayaan budaya di Kota Malang yang penting artinya 
bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan 
kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Begitupun dengan 
Pemerintah Kota Malang sebagai isntitusi pemerintahan memiliki wewenang 
untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan Kota 
Malang memiliki tugas dan wewenang yang di gunakan untuk menunjang 
pelaksanaan kewajibanya. Tugas dan wewenang Pemerintah Kota Malang 
mengacu pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya.  
Data dari Disbudpar sudah melakukan pendataan terhadap jumlah dan 
jenis situs maupun cagar budaya yang ada di Kota Malang. Untuk situs dan 
arca yang berada di Museum Mpu Purwa di Jalan Soekarno Hatta sebanyak 
117, di antaranya replika Prasasti Kendedes, Prasasti Sukun, Prasasti Bunul, 
Muncang, dan Dinoyo II. Sejumlah arca dan artefak juga masih tetap tertata 
dan terjaga dengan baik, sehingga bisa menjadi jujugan bagi warga umum 









Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Malang, Jawa Timur, saat 
ini sedang melakukan pendataan seluruh bangunan yang dikategorikan sebagai 
cagar budaya. Pendataan ditargetkan selesai akhir tahun dan seluruh cagar 
budaya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Yang dikategorikan sebagai cagar 
budaya adalah bangunan bersejarah berusia 50 tahun lebih. Pendataan 
dilakukan bekerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) 
Trowulan. Sejumlah bangunan bersejarah yang dikategorikan sebagai cagar 
budaya di antaranya Toko Oen, Balai Kota Malang, gedung yang kini 
digunakan sebagai kantor PT PLN dan peeumahan di kawanan Jalan Ijen. 
Bangunan tidak akan diambil alih pemerintah karena tetap menjadi hak 
pemiliknya. Namun bentuk bangunan tak boleh diubah.
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Seluruh pemilik bangunan bersejarah yang nantinya ditetapkan sebagai 
cagar budaya akan diberikan kompensasi berupa keringanan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Dengan demikian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai 
sejarah tetap terjaga sepanjang masa. Pegiat cagar budaya yang juga Ketua 
Yayasan Inggil, Dwi Cahyono, menjelaskan seluruh bangunan bersejarah 
berkategori cagar budaya di Kota Malang mencapai 168 bangunan. Namun 
sebagian besar di antaranya dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan tak 
sedikit yang telah hancur dan berubah bentuk. Bangunan bersejarah tersebut 
tidak akan terbengkalai atau diubah bantuknya kalau ada peraturan daerah. 
Dasar hukum yang ada untuk melindungi bangunan bersejarah sesuai 
Surat Keputusan Walikota Malang. Namun surat keputusan tersebut hanya 







mengatur kawasan dan tidak menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan 
yang harus dilindungi kelestarian dan nilai sejarahnya. Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata (Disbudpar) menargetkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke 
Kota Malang meningkat di tahun 2016 antara 7 persen untuk wisatawan 
mancanegara dan 10 persen untuk kategori wisatawan domestik. Target 
penambahan berdasarkan pencapaian dari jumlah wisatawan di tahun 2015 lalu 
bahwa pertumbuhan wistawan domestika lebih tinggi ketimbang wisatawan 
mancanegara, namun tahun lalu banyak mengalami penurunan. Sepanjang 
tahun 2015 lalu wisatawan domestik mencapai 2.494.459 orang. Angka di 
sepanjang tahun 2015 meningkat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 
tahun 2014 yang tercatat sebesar 2.423.076 orang. Pada tahun yang lalu 
wisatawan domestik mengalami peningkatan sekitar 71 ribu. Sebaliknya, 
wisatawan mancanegara lebih sedikit.
6
 Kepala Disbudpar Kota Malang Ida 
Ayu juga menyebutkan sepanjang tahun lalu wisatawan mancanegara hanya 
sebesar 5.925 orang. Angka itu lebih rendah ketimbang tahun 2014 yang 
mencapai 6.205/tahun. Ditengarai angka yang turun dikarenakan akses lokasi 
ke Gunung Bromo melalui Poncokusumo mengalami perbaikan. 
Sehingga,  wisatawan mancanegara yang masuk melewati jalur Pasuruan dan 
Probolinggo. 
Kepala Disbudpar Kota Malang juga menyebutkan optimis untuk 
menggapai pertumbuhan, karena di tahun ini sudah menyiapkan beberapa 
hal  dan merancang beberapa trobosan untuk mendongkrak jumlah wisatawan. 






Misalnya dengan melakukan kerjasama berupa support event-event perhotelan, 
serta event seperti promo wisata pendidikan yang selama ini memberikan 
kontribusi positif dalam mendatangkan wisatawan. Sejak tahun lalu pula, 
ditambahkannya, jika Pemkot Malang melalui Disbudpar juga menggalakkan 
wisata budaya serta wisata heritage. Kepala Disbudpar Kota Malang 
menjelaskan bahwa memang hasilnya tidak bisa langsung diterima dengan 
seketika. Makanya, di tahun ini kami optimis karena sudah memaksimal 
program  promosi wisata dan budaya ditahun lalu.
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C. Penerapan Pasal 95 (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya terkait Perlindungan Hukum Arca di Kota Malang 
Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya 
terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) bahwa: “Pemerintah dan atau 
Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, 
Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”  
1. Pelindungan 
Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar 
budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya 
diharapkan menghasilkan umpan balik (feedback) pada upaya pelindungan. 
Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (tangible) cagar budaya 
yang menjadi bukti masa lalu. Pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 





tentang Cagar Budaya menekankan cagar budaya yang bersifat kebendaan, 
dimana Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan. 
Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan 
ndakan perlindungan yang paling pen ng. Zonasi sebagai sarana untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang yang dilakukan dak hanya terhadap 
kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat kegiatan-kegiatan 
lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. 
Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, 
pemeliharaan, dan pemugaran. 
Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat 
manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan 
yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Warisan budaya bendawi (tangible) 
dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai, merupakan bagian 
integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Malang merasa bahwa perlindungan arca selama ini yang diberikan oleh 
Pemerintah Kota masih kurang memadai. 
Maka diperlukan komponen pendaftaran Cagar Budaya sebagai objek 
yang didaftarkan berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang 
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geografis. Pendaftarnya adalah setiap orang (perseorangan, kelompok orang, 
masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan 
berbadan hukum). Dalam pendaftaran Cagar Budaya ini ada satu tim yang 
dinamakan Tim Pendaftaran yang dibentuk oleh setiap dinas kabupatgen/kota 
bertugas menerima, mengolah, dan menyusun berkas data pendaftaran. Tim ini 
ditetapkan melalui SK Kepala Dinas yang membidangi kebudayaan. 
2. Pengembangan 
Dalam konteks pelestarian, upaya pengembangan didefiniskan sebagai 
peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta 
pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Kegiatan 
pengembangan harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, 
keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah 
pengembangan adalah untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya 
untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat.  
Penelitian dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk 
menghimpun informasi serta mengungkap, mendalami, dan menjelaskan nilai-
nilai budaya. Penelitian untuk pengembangan dapat dilakukan sebagai bagian 
yang berdiri sendiri, baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. 
Penelitian juga dapat dilaksanakan dalam kerangka analisis mengenai dampak 
lingkungan. Adapun revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-
nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian ruang baru yang tidak 
bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 
Revitalisasi hanya dilakukan terhadap situs dan kawasan cagar budaya untuk 
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memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi 
sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasarkan kajian.  
Revitalisasi ini dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai 
budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Di samping itu 
revitalisasi juga harus memperhatikan ciri budaya lokal. Mengikuti prinsip 
pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan adaptasi merupakan 
upaya pengembangan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar 
budaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan 
perubahan terbatas yang dak akan mengakibatkan kemerosotan nilai 
pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 
Adaptasi dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada 
cagar budaya, menambah fasilitas sesuai kebutuhan, mengubah susunan ruang 
secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan 
keharmonisan este ka lingkungan di sekitarnya.  
Pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi 
(intangible) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang 
dipertahankan. Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau 
pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, 
penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wista. Untuk itu perlu dilakukan 
pengelolaan pelestarian cagar budaya sesuai amanat  pasal 95 ayat 1 UU nomor 
11 tahun 2010 tentang cagar budaya “Pemerintah dan/atau Pemerintah 
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Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Cagar Budaya”.  
Pemerintah selaku eksekutif yang menjalankan pelaksanaan Negara, 
merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang terkait cagar 
budaya. Oleh karenanya pemerintah kota Malang mempunyai tugas melakukan 
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Sejauh ini fungsi 
dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan cagar budaya 
arca sudah dilaksanakan secara optimal, salah satunya dengan pembuatan 
fasilitas untuk benda cagar yaitu Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu 
Purwa. 
Cagar Budaya yang telah didaftarkan akan ditetapkan statusnya sebagai 
Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap 
benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang 
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli 
Cagar Budaya (TACB). TACB adalah sekelompok ahli pelestarian dari 
berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan 
rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya 
(kepada menteri, gubernur, bupati/walikota).  
3. Pemanfaatan 
Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan 
kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan 
agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan 
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pariwisata. Untuk kepentingan ini pemerintah dan pemerintah daerah 
memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan, 
dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan. Di 
samping itu diberikan juga fasilitas melalui promosi cagar budaya untuk 
memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan 
masyarakat. Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib 
didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak 
lingkungan. Terhadap cagar budaya yang ke ka ditemukan sudah dak berfungsi 
dimungkinkan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ketentuan 
mengenai pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk 
meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya 
dan kewajiban untuk mengembalikan kondisi semula sebelum dimanfaatkan 
apabila cagar budaya tersebut dak lagi dimanfaatkan. Ketentuan lainnya 
terutama berkaitan dengan penggandaan benda-benda atau koleksi benda cagar 
budaya yang disimpan di museum.  
Kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar 
budaya seperti halnya pelindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya 
terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan 
baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek. Untuk melaksanakan 
pengelolaan pelestarian cagar budaya yang ada di kota Malang, Walikota 
bersama DPRD kota Malang dapat melakukan kebijakan nyata dengan lahirnya 
sebuah Perda, Pemerintah Kota Malang dapat membuat terlebih dahulu 
Ranperda dan membentuk Pansus pembahasan rancangan Perda kota Malang 
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terkait Pengelolaan dan Pelestarian cagar budaya untuk mencari masukan 
secara sungguh-sungguh terhadap hal-hal mendasar tentang Ranperda tersebut, 
melakukan koordinasi dan konsultasi/study guna mendapatkan masukan-
masukan berkaitan pembahasan atas ranperda tersebut dan membuat laporan 
hasil kerja. Karena selama ini dari sisi pemanfaatanya terhadap benda cagar 
budaya arca yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Malang hingga saat ini di 
rasa lemah, karena masih terdapat beberapa benda cagar budaya yang rusak 
dan mengalami perubahan struktur fisik. 
Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah yang terkait dengan 
perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya, Pemerintah Kota Malang 
mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu cara yang di lakukan oleh Pemerintah 
Kota Malang dalam melaksanakan kewajibannya adalah dengan cara 
mendirikan museum untuk menyimpan benda-benda Cagar Budaya yang ada di 
Kota Malang yaitu di Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa. Benda 
Cagar Budaya tersebut dilestarikan berada dalam naungan Pemerintah Kota 
Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Upaya yang dilakukan oleh 
Dinas Kebudayaan untuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan 
terhadap kerusakan benda cagar budaya di Kota Malang adalah dengan 
melakukan, sosialisasi, himbauan dan memberi penjelasan serta berusaha 
melindungi benda cagar budaya.
8
  
                                                          
8
 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang 
Ida Ayu Made Wahyuni SH MSi (09 Juni 2016) 
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Salah satu misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang adalah 
melestarikan budaya lokal. Pelestarian budaya lokal di Kota Malang sampai 
saat ini bisa dikatakan belum dilaksanakan karena masih terdapat 
keterlambatan penyelamatan yang mulai dilakukan oleh pihak Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata yang memindahkan beberapa benda cagar budaya 
di Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa Kota Malang. Pelestarian 
budaya lokal tersebut berkaitan erat dengan fungsi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kota Malang yang sesuai dengan fungsi sebagai pelaksanaan 
pengembangan dan promosi potensi wisata. 
Pelestarian benda cagar budaya bermanfaat dalam mendukung 
pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata khususnya di Kota 
Malang. Hal tersebut dapat membuat Kota Malang memiliki nilai wisata dan 
budaya yang tinggi. Sejauh ini fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
dapat dikatakan sudah dilaksanakan secara optimal,salah satunya dengan 
pembuatan fasilitas untuk benda cagar yaitu Balai Penyelamat Benda 
Purbakala Mpu Purwa. Adanya museum purbakala tersebutlah yang membuat 
Kota Malang memiliki nilai budaya yang tinggi dan dapat menarik pengunjung 
dari berbagai daerah khususnya sebagai salah satu obyek wisata. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas 
melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. 
Namun pelaksaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang di 
lakukan oleh Pemerintah Kota Malang hingga saat ini di rasa lemah, karena 
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masih terdapat beberapa benda cagar budaya yang rusak dan mengalami 
perubahan struktur fisik. Bentuk pengrusakan terhadap benda cagar budaya 
selama ini adalah dengan menambah bentuk aslinya.
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Pemerintah Daerah Kota Malang sudah cukup maksimal dalam 
melindungi benda-benda cagar budaya di Kota Malang, hanya saja masih 
terdapat beberapa faktor yang menjadikan tidak efektifnya upaya Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam melindungi benda Cagar 
Budaya di Kota Malang. Secara umum penulis menganalisa faktor-faktor 
penyebab tidak efektifnya upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Malang berdasarkan Teori Efektifitas Hukum.
10
 Faktor tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Faktor Hukumnya Sendiri. Berlakunya ketentuan Undang-undang Cagar 
Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yang berlaku di Kota Malang cukup baik. 
Meskipun belum adanya Peraturan Daerah baru yang mengatur secara 
khusus tentang perlindungan benda cagar budaya di Kota Malang, namun 
Undang-Undang Cagar Budaya dirasa sudah cukup dalam melakukan 
perlindungan terhadap benda cagar budaya yang ada di Kota Malang. 
Memang pada saat ini Pemerintah Daerah Kota Malang juga sedang 
melakukan proses pembuatan perda yang secara khusus mengatur tentang 
benda cagar budaya di Kota Malang.
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 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, 
Jakarta, 2008. 
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Perlunya melestarikan suatu kawasan cagar budaya di dasari oleh 
setidaknya dua hal.
12
 Hal yang pertama adalah kawasan cagar budaya 
adalah milik bersama. Kawasan cagar budaya merefleksikan keunikan, 
konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu Negara, sehingga 
pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik yang dapat di 
pergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
membangun rasa memiliki dalam masyarakat. Hal yang kedua adalah 
pelestarian kawasan cagar budaya dapat membantu pemerintah dalam 
pengembangan ekonomi.Berdasarkan hal yang terjadi di Negara-negara 
maju, seperti Inggris dan Amerika. Pelestarian cagar budaya tidak bisa 
bergantung pada dana pemerintah saja, kekuatan sosial dan pasar 
berperan penting dalam hal ini. Pada akhirnya, kawasan cagar budaya 
yang telah dikelola dan dikonservasi dengan baik, akan dapat 
menghasilkan keuntungan yang besar bagi Negara dan sebagai salah satu 
perwujudan dari pembangunan berkelanjutan. 
b. Faktor Penegak Hukum. Keberadaan benda-benda cagar budaya yang 
ada di Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa, di atur dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jika 
dalam upaya melindungi benda cagar budaya tersebut mengalami 
hambatan yang di sebabkan oleh suatu pihak, maka Pemerintah sebagai 
aparat hukum wajib bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran 
tersebut dan harus melakukan tindakan. Hingga saat ini upaya 
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Isjoni. 2007. Pembelajaran Sejarah Pada Satuan Pendidikan. Bandung. Alfabeta. Hal 45 
68 
 
perlindungan benda cagar budaya masih belum optimal, maka dapat 
dikatakan bahwa aparat hukum tidak konsisten dalam menjalankan 
tugasnya. Terbukti dengan adanya beberapa hilangnya benda cagar 
budaya dan keterlambatan penyelamatan benda cagar budaya di Kota 
Malang seperti situs Candi Wareng. Maka dalam hal ini seharusnya 
Pemerintah Daerah berwenang sesuai pada Pasal 96 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan penyidikan kasus 
pelanggaran hukum dengan hilangnya benda cagar budaya arca. 
Selain itu upaya perlindungan Arca dari kehilangan dan kerusakan adalah 
dengan memasang papan petunjuk, larangan, ajakan, dan keterangan, 
pembentukan petugas keamanan, pelaporan tindak pidana, penyelidikan 
terhadap kasus-kasus tindak pidana. 
Maka dengan melakukan pelestarian suatu cagar budaya, dan 
menghidupkannya kembali dengan cara yang baru, merupakan salah satu 
bentuk realisasi pembangunan berkelanjutan yang efektif. 
Kecenderungan yang terjadi di kota-kota besar adalah pertumbuhan kota 
yang dinamis yang terus menerus membutuhkan lahan ntuk 
pembangunan. Sedangkan, kawasan-kawasan cagar budaya di kota 
seringkali terpusat pada lokasi-lokasi pusat kegiatan ekonomi, sosial, 
budaya di masa lalu yang disebut dengan kota lama. Walaupun telah 
mengalami penurunan fungsi dan kebaikan-kebaikan pusat kotanya telah 
menyusut, lokasi kota lama tetap saja merupakan suatu kawasan yang 
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strategis yang di incar oleh investor sehingga pertumbuhan kota ini 
mengancam eksistensi dari kawasan cagar budaya yang ada. 
c. Faktor Sarana Dan Fasilitas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Malang juga mengalami hambatan dalam hal sarana dan fasilitas. Sarana 
dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia, organisasi 
pemerintahan yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang 
cukup. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang merasa bahwa 
sarana dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota seperti yang 
disebutkan masih kurang memadai. Karena Pemerintah masih melakukan 
pelebaran kawasan di Kota Malang, dimana daerah penemuan cagar 
budaya kini, menjadi daerah pemukiman penduduk. Seperti yang terdapat 
dalam gambar 1.1 di bawah ini. 
Gambar 3 
Kondisi Situs Mbah Tugu di pemukiman penduduk 
 
Sumber: Foto diambil penulis di Jalan Jaksa Agung Suprapto, 2016  
 
d. Faktor Masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang paling berpengaruh 
terhadap kesuksesan upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Malang dalam melindungi benda cagar budaya di Kota Malang. Yang 
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terjadi saat ini, masyarakat kurang peduli dengan adanya benda cagar 
budaya yang ada di Kota Malang. Hal tersebut di karenakan sebagian 
besar masyarakat belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran tinggi 
dengan adanya benda cagar budaya di Kota Malang. 
e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya 
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 
yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Setelah 
penulis melakukan penelitian di berbagai tempat narasumber yang 
mengatakan bahwa masyarakat merasa terusik dengan keberadaan benda 
cagar budaya di Kota Malang, adalah karena peninggalan-peninggalan 
bersejarah tersebut merupakan lambang dari agama Hindu. 
Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya 
melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan 
dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan 
pada aturan-aturan atau norma-norma hukum,terutama yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-
undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan 
yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam 
menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara 
kongkrit di lapangan. Salah satu upaya untuk memelihara dan merawat benda-
benda bersejarah atau purbakala adalah dengan menempatkannya di museum, 
baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. 
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Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, 
langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini menyebabkan jumlahnya 
cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak mem-
perhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik 
tolak penetapan status “kepur-bakalaan” objek secara bertahap menempatkan 
benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang 
lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus 
berukurang tanpa dapat dicegah. 
Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah 
Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah 
Indonesia. Presepsi bawha cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang 
menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan 
dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (sustainable) agar dapat dinikmati 
kehadirannya oleh generasi mendatang. Peran Pemerintah Daerah menjadi 
tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya 
melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (holistik) harapan 
rakyat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh 
semua pemangku kepentingan. Masyarakat daerah mampu menjadi garda 
terdepan menjaga kekayaan budaya miliknya sebagai kekayaan bangsa yang 
dibanggakan oleh generasi mendatang 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai 
tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan pelindungan 
terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu 
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terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian 
cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat 
dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa. 
Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya pengembangan 
atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika dak dikendalikan secara 
ketat. Pemahaman tentang konsep pelestarian yang dipertentangkan dengan 
pengembangan atau pemanfaatan sesungguhnya. masih terjadi hingga saat ini. 
Oleh karena itu dak mengherankan bila konsep pelestarian yang dirumuskan 
dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum banyak dipahami oleh 
masyarakat luas. Dalam bagian ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 
2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar 
budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 
memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan 
pemanfaatan juga merupakan bagian dari perlestarian. Paradigma baru ini 
sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (intangible 
cultural heritage) yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena 
dieksploitasi untuk kepen ngan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak 
globalisasi kebudayaan.  
Mengenai larangan merusak atau merubah cagar budaya, tentu saja 
dalam proses hukum tidak semudah membaca sebuah undang-undang. Harus 
memperhatikan hierarki atau tata urusan perundang-undangan. Kelemahan 
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yang ada bahwa Kota Malang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) 
ataupun Peraturan Wali Kota Malang yang mengatur secara khusus tentang 
larangan mengganggu/merusak situs peninggalan sejarah yang notabene 
banyak terdapat di Kota Malang. 
Keberadaan Perda sangat penting agar secara terperinci benda-benda 
peninggalan sejarah/budaya ataupun benda-benda yang baru diduga sebagai 
benda cagar budaya maupun sebagai situs bisa dilindungi. Perda tentu saja 
harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait. Bisa dari 
Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang jelas 
mengatur dalam Pasal 27 dan Pasal 64. (Pasal 27 ayat (1) setiap orang dilarang 
merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; ayat (2) Merusak fisik 
daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan 
perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies 
tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, 
menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat 
berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya 
tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  
Pasal 64 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan 
hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); ayat (2) Setiap orang 
yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi 
nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pemerintah Daerah harus memiliki aturan yang jelas soal kepemilikan 
situs peninggalan sejarah dan budaya sebagaimana penting juga aturan untuk 
memberi pelindungan terhadap tarian dan kesenian milik negara Indonesia. 
Bisa dibayangkan, jika sudah ada Perda atau aturan lainnya yang mengatur 
bahwa seharusnya tanah yang ada situs budayanya harus menjadi milik 
pemerintah kota. Hal ini akan mengikat banyaknya situs peninggalan sejarah 
dan budaya yang tersebar di Kota Malang dan dalam berbagai bentuk mulai 
dari bentuk kecil, sedang hingga besar dan pastinya akan terlindungi. 
Maka ajakan Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga dan merawat 
cagar budaya sangat penting untuk menjaga peninggalan sejarah dan budaya 
karena semua itu adalah aset yang tak lagi ternilai harganya. Program untuk 
menjaga keselestarian benda-benda tersebut harus ada karena sejalan dengan 
Visi Kota Malanag saat itu yakni menjadi Kota wisata. Hal kecil yang tak bisa 
dipungkiri adalah peran pemerintah dalam hal ini dari pimpinan kota Malang 
hingga perangkat pemerintahan terkecil luran dan kepala lingkungan (Pala). 
Peran Pala misalnya sangat penting. Seorang kepala lingkungan harusnya bisa 
ikut mengawasi keberadaan situs sejarah dan budaya. Peran pala juga penting 
untuk turut dilibatkan dalam sosialisasi tentang pentingnya menjaga aset- aset 
peninggalan sejarah dan budaya. Pala bisa membantu memperjelas kepada 
masyarakat akan aset-aset atau item-item mana saja dari peninggalan sejarah 
dan budaya secara fisik supaya bisa dijaga kelestariannya. 
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D. Hambatan dan Upaya Dinas Kebudayaan Dalam Melaksanakan 
Perlindungan Hukum Terhadap Arca di Kota Malang 
1. Hambatan Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Arca 
di Kota Malang 
Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan hukum 
terhadap benda bersejarah di atas adalah masalah penegakan hukum terhadap 
barang-barang peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional 
lainnya terutama yang ada di Kota Malang. Banyak barang-barang peninggalan 
sejarah yang ada di Kota Malang yang di temukan dan di musiumkan dengan 
keadaaan yang tidak lengkap, seperti tidak berkepala maupun dengan kondisi 
terpecah-pecah. Sampai saat ini evakuasi masih terus di lakukan oleh pihak 
Dinas Kebudayaan Kota Malang untuk menambah dan menyimpan sisa-sisa 
peninggalan pra sejarah walaupun mungkin bentuknya sudah tidak lengkap 
lagi. Terlebih lagi masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan barang-
barang peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya 
terutama yang ada di Kota Malang. 
Pihak Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa menegaskan 
bahwa tidak lengkapnya benda-benda bersejarah tersebut dikarenakan adanya 
orang yang menemukan benda tersebut lalu menjualnya di lain tempat ataupun 
dengan sengaja membuang identitas benda bersejarah tersebut agar benda 
bersejarah itu rusak. Hal itulah yang menyebabkan beberapa benda prasasti, 
batu maupun arca di Balai Penyelamat Benda Purbakala Mpu Purwa tidak 
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memiliki kepala atau bisa dikatakan rusak.
13
 Kerusakan benda cagar budaya 
yang bergerak, misalnya arca, keris, lukisan, dapat disebabkan karena beberapa 
faktor, antara lain Iklim, meliputi kelembaban udara dan temperature, Cahaya, 
baik cahaya alam maupun cahaya buatan seperti tumbuh-tumbuhan, jamur atau 
cendawan, serangga dan binatang pengerat, pengotoran/polusi udara. Hal ini 
dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mengerti arti benda Cagar 
Budaya berupa Arca. 
Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya 
melindungi dan menjaga keutuhan benda cagar budaya dari kepunahan dan 
kerusakan seperti Benda Cagar Budaya berupa Arca. Perlindungan hukum 
adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma 
hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 
Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan mampu melestarikan benda-
benda cagar budaya seperti Arca agar dapat dilihat oleh generasi mendatang. 
Karena itu selalu ada kordinasi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga 
terkait dalam melakukan pengawasan terhadap benda cagar budaya terutama 
dengan BPCB Jatim di Trowulan Mojokerto.
14
 
Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan 
memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa 
dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan 
berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan. Perlindungan 
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cagar budaya merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
Pemerintah sebagai wadah pelindung benda-benda peninggalan masa lalu 
sebagai warisan budaya. Upaya pemerintah dalam hal perlindungan 
dilaksanakan dengan cara membentuk lembaga atau dinas yang berkaitan 
dengan perlindungan cagar budaya seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 
Upaya perlindungan hukum arca dapat dilakukan dengan menerapkan 
pasal 95 UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu upaya 
perlindungan Arca dari kerusakan adalah dengan memasang papan petunjuk, 
larangan, ajakan, dan keterangan, pembentukan petugas keamanan, pelaporan 
tindak pidana, penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana. Maka dari itu 
diperlukan penjagaan atas arca, baik dari aspek fisik maupun legalitasnya. 
Untuk menjaga kelestarian arca maka diperlukan langkah pengaturan bagi 
penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, 
pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Karena selama ini masih banyak 
masyarakat yang belum memahami sanksi hukum yang diberikan terkait 
dengan perusakan cagar budaya di Kota Malang. 
Hanya saja masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam upaya melindungi 
benda cagar budaya di Kota Malang yaitu sebagai berikut:
15
 
a. Adanya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pengetahuan 
akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan, dan benda cagar budaya di Kota 
Malang. 
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b. Hambatan yang paling besar disini adalah banyak benda cagar budaya 
yang menjadi milik perorangan. Disini yang dimaksudkan benda cagar 
budaya yang menjadi milik perorangan adalah Kawasan Cagar Budaya 
yang berupa bangunan-bangunan tua. Sebagian besar benda-benda cagar 
budaya itu berada di lokasi yang dimiliki warga secara perseorangan, 
sehingga kewenangan Pemkot Malang untuk menjaga dan 
melestarikannya sangat terbatas. 
c. Seiring dengan pergantian atasan Dinas Kebudayaan juga menjadi kendala 
tersendiri dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arca di Kota 
Malang.  
2. Upaya Dinas Kebudayaan Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum 
Terhadap Arca di Kota Malang 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang pada saat ini 
melakukan upaya yang bertujuan untuk memecahkan hambatan yang terjadi 
dalam upayanya melindungi benda cagar budaya yang ada di Balai Penyelamat 
Benda Purbakala Mpu Purwa Kota Malang. Seperti melibatkan masyakat 
dengan melakukan koordinasi dengan kelurahan dan masyarakat setempat.
16
 
Karena selama ini ada kesamaan karakter pengrusakan antara kasus satu 
dengan yang lain dan wilaya yang sering terjadi pengrusakan benda cagar 
budaya adalah di Jalan Ijen Kota Malang. Selain itu sanksi belum dapat 
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diterapkan karena belum ada perda yang mengatur akan tetapi untuk BCB 
dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu masalah kehilangan.
17
 
Upaya perlindungan hukum dan pelestarian Arca sebagai sebagai benda 
cagar budaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah setempat, namun belum 
optimal. Hal ini di karenakan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait 
kurang aktif dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap 
Arca. Hambatan yang di temukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Malang masih bisa ditemukan solusinya. Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dapat di tempuh dengan cara:
18
 
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya secepat mungkin 
menyelamatkan benda-benda cagar budaya yang ada di daerah pemukiman 
penduduk daerah Kota Malang. 
b. Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan masyarakat dalam upaya 
melindungi benda cagar budaya yang ada di Kota Malang, maka Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata berupaya melakukan banyak sosialisasi 
dengan masyarakat, komunitas, dan sekolah yang dapat dilakukan dalam 
bentuk seminar, rapat, lomba, maupun kampanye dengan kegiatan yang 
bertemakan kebudayaan. 
c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya untuk mendorong Pemerintah 
agar menciptakan atau membuat regulasi tentang cagar budaya di Kota 
Malang. Hal ini sangat diperlukan demi menjamin adanya kepastian 
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hukum terhadap benda-benda cagar budaya, bangunan-bangunan cagar 
budaya, dan kawasan benda cagar budaya di Kota Malang. 
d. Upaya Dinas Kebudayaan Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum 
Terhadap Arca di Kota Malang sudah berjalan sangat baik. Hal ini bisa 
dilihat dari pembbuatan dan pemeliharaan museum untuk menyimpan 
benda cagar budaya di Kota Malang. 
Selain itu, anggaran perawatan cagar budaya dan situs yang banyak 
ditemukan di Kota Malang, Jawa Timur, baik yang diamankan di Museum 
Mpu Purwa maupun yang dirawat warga masih minim, yakni hanya Rp30 juta 
per tahun. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang 
mengakui dana yang disediakan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 2014 hanya Rp30 juta, padahal situs dan cagar budaya yang harus 
dirawat jumlahnya mencapai ratusan unit. Selain untuk perawatan situs dan 
cagar budaya, anggaran sebesar Rp30 juta itu juga digunakan utnuk 
memperbaiki arca-arca yang rusak, terutama yang masih berada di lingkungan 
dan dirawat masyarakat.
19
 Jika anggaran sebesar Rp30 juta tersebut tidak 
mencukupi untuk satu tahun anggaran, Disbudpar akan mengajukan tambahan 
lewat perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2014. Namun, berapa 
nominalnya masih dikalkulasi. 
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota 
Malang, Disbudpar juga sudah melakukan pendataan terhadap jumlah dan jenis 
situs maupun cagar budaya yang ada di daerah itu. Untuk situs dan arca yang 
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berada di Museum Mpu Purwa di Jalan Soekarno Hatta sebanyak 117, di 
antaranya replika Prasasti Kendedes, Prasasti Sukun, Prasasti Bunul, Muncang, 
dan Dinoyo II. Selain prasasti, sejumlah arca dan artefak juga masih tetap 
tertata dan terjaga dengan baik, sehingga bisa menjadi jujugan bagi warga 
umum maupun pelajar untuk belajar sejarah. Apalagi, di Museum Mpu Purwa 
tersebut juga ada pemandunya. Selain situs, prasasti dan artefak yang dijaga 
dan dirawat di museum, masih banyak yang "berceceran" dan dirawat 
masyarakat, di antaranya Situs Karuman dan Situs Watu Gong yang berada di 
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